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DEWG.4N RAHMAT 'I'UHAN YANCr MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

0 
!denimbang: bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan 

dolconsentrasi don tugas pcmbantuan sobagaimana dimaksud 
dalani Rasal 20 ayat t2) Uadang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pssal 99, dan Pasal 
108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Fcrimbangan Keuazgan Antara Pemerintah Pusat dan 
Ptmcrintahan Daerah, perlu menetapkan Poraturan Pemerintah 
tentang Dekons5ntrasi dari Tugas Pembantuan; 

Mengingat : 1. Pasd S ayat (2) JJndang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tabun 1945; 

2, Undang-Undang Ngmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomar 47, Tambahm Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

0 
3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nolnor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor' 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Rngelolaan dan Tangg~~ng Jawab Kcuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 66, 
Tmbahan Lembararr Negara ; Republik . , . .  ,. Indonesia Nornor 
4400); , .  

5. Undang-Undang , Nomar 25 Tahun ' 2004 tentang Sistenl 
~ e r e n c a n k  .Pcnlbartgunan Nasional ' .  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Thun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara'~epu9lilc . . ~ndonesik Nomor 442 1); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
~cierintahen Daerah (kmbaran Negara Rspublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Eernbaran Nagara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana , . , 

..... . 
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sebagaimana telah diubah dengan Undarig-Undang Nomor 8 
T&un 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pcrubahan atas 'Jndang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nonlor 4548); 

7. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

MEMUTIJSKAN: 

Mcnetapkan : PERATViiAN PEMERINTAH TENTANG DEKONSENTRASI DAN 
TUGAS PEMBANTUAN, 

BAB I 
KEX'ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemcrintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

2. Kementerian negara, yang selanjutnya disebut 
lcemcnterian, adalah lembaga pemerintah pdaksana 
kekuasann pernerintahan yang membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan. 

3. Lembaga addah organisasi non-kementerian negara dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 
mclaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. 

4. Pemctlntshan daerah adalah penyelenggaraan umsan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dtwan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi s.eluas- 
luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan 



PRkSlDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn 
Undmg-Undang Das= Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

5,  Pemerintah daera.h adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6 .  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

7 .  Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, 
adalah kecatuan masyarakat hukum yang rnempunyai 
batas-batas wilayah, bemenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyrirakat seternpat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, 

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang inemiliki batas-batas wilayah yang 
benvanang untuk mangatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempnt yang diakui dan dihorrnati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indorresia. 

9.  Saturn Kerja Perangltat Daerah, yang selanjutnya 
disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada 
pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap 
pelakranaan dckonsentrasi/tugag pcrngrintah~ di 
6 M ~ g  i;?iliit~ & di6raL prbvii-isi, kibupaten, atau 
kota. 

? 0. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wrwenang dari 
kmerintah kepada gubcrnur sebagai wakil Pemerintah 
dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 

11. Tugas Pembantuan ade.lah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/ntau desa, dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten, atau kota danlatau desa, serta dari 
pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk 
melalcsanakan tugas tertcntu dengan kewajiban 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya kepada yang menugaskan, 

12. Anggaran Pendapatan d m  Belanja Negara, yang 
selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan 

tahunan . . . 



tahunan pemerintahan negara yang disetyjui oleh 
Dcwan Pcrwakilan Rakyat, dan ditctapkall dcngan 
undang-undang. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah d ~ e r a h  yang disetujui oleh Dewan 
Perrvakilan Rwat  Daerah, dan ditetapkan dengan 
pera t u r m  daerah. 

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana ymg berasal dari 
APBM yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pernerintah yang nlencakup semua penerimaan dan 
pengeluaran da!.am rangka pelaksanaan dekonsentrasi, 
tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 
vertikal pusat di daerah. 

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dilaksanakan oleh dnerah dan desa yang 
mencakup semua pezerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksa-naan tugas pembantuan. 

16. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang 
beraval dari APBD Provinsi yang dildcsanakan oleh 
kahpaten,  atau kota dan desa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pcmbantuan dari Pemerintah Provinsi kepada 
Pemerintah Kabup~ten, atau Kota, dan/atau Desa. 

! 7. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana 
a yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang 

dilaksanakan oleh dcsa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalarn rangka pelaksanaan 
tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau 
Kota. kepada Desa, 

18. Rencana Kerja Pernerintah, yang selanjutnya disebut 
RKP, adalah dokurnen perencanaan nasional untuk 
periode l (satu) tahun. 

19. Rencana Keja Kernanterim/ Lembaga, yang selanjutnya 
disebut Renja-KL, adalah dokuxnen perencanaan 
kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Rencana Ksrja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, 
yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen 
peremmum dan panganggaran yang berisi program dan 
kegia tan suatu kemen terian/ lembaga yang merupakan 
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana 
Stratcgis Kementerian/lembaga yang bersangltutan 
dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya. 
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2 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 
disebut DIPA arau dolcumen lain yang dipersamakan 
denpan DIPA, adalah suatu dokurnen pelaksanaan 
anggaran yang dibuat oleh menterilpirnpinan lembaga 
sertn disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi 
sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan 
serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi 
pernerintah. 

22. Program adalah illstrumen kebijakan yang bcrisi satu 
atau le bih kegiatan yang dilaksanakan instansi 
pemerintah/lembagii untuk mencapai sasaran dan 
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 
pemerintah. 

23. Kegicrtan adalah bagian dari program yang dilaksaakan 
oleh satu atau bcberapa satuan kerja sebagai bagian 
dari pencapaim sasarari tcrukur pada suatu program 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya 
manusia), barmg modal tennasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau icombinasi dari beberapa atau 
kesemua jcnis sumber daya tersebut sebagai masukan 
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 
barangljasa. 

PRINSIP PENYGLENGGAMN 

dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. 
(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui 

pelimpahan sebGgian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan kementcrian/lembaga. 

(3) Penyelenggaraan Ngas pembantuan dilakukan melalui 
p e ~ ~ u g a s m  sebagian uruean pemerintahan yang 
rnenjadi kewenangan pembcri tugas pembantuan dari 
Pcmerinttlh kepada daerah danlatau desa, dari 
pemerintah provinsi kepada kabupatenl kota, 
dan/atau desa, scrta dari pemerintah kabupatmlkota 
kepada desa, 

(4) Kerneaterian/lernbaga menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kri teria pelaksanaan kegiatan 
dekonsentrasi d m  tug8.s pembantuan. 



(1) Pelakvanaan pelirnpahan sebagian umsan 
pcmeritltahan dari Pemerintah kepada instansi 
vertikal di daerah didanai melalui anggaran 

, ke.mcnterian/ lembaga. 
(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian umsan 

pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur dan 
penugasan dari Pcmerintah kcpada pemerintah daerah 
dan/atau pemerintah desa didanai melalui anggaran 
kementerianllembaga. 

(3) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan 
se begian urusan pemerintahan dan pelaksanaan 
penugasan dilakukan secara tertib, taat pada 
pcraturan porundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efcktif, transparan,. dan bertanggung jawab dengan 
rncmperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dilaksanakan oleh SKPD provinsi berdasarkan 
penetapan dari gubernur. 

(2) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan 
kepada pemerint* daerah dilaksanakan oleh SKPD 
provinsi atau kabupatenl kota berdasarkan penetapan 
d.ari gubernur atau bupati/ waliko ta. 

(3) Sebngian uuntsw pemerintahan yang ditugaskan 
kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala 
desa, 

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 
gubernur sebagai walril pemerintah tidak boleh 
dilimpahkan kegeda bupatil walikota. 

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
pemerintah provinsi tidak boleh ditugaskan kepada 
pemerintah kabupatenl kota. 

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 
pemerintah kabupatcn/kota tidak boleh ditugaskan 
kepada pemerintah desa. 
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( 1) Pernerin tah dapat mcmberikan penugasan kepada 
pernerintah desa untuk melaksanakan scbagian 
urusan pemerintahan tertentu. 

(2) Dalarn ha1 kementerianjlembaga akan memberikan 
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
panugasan tersebut harus mendapat iersetuj6an d& 
Fresiden. 

(3) Presiden membcrikan persetujuan penugasan setelah 
mendapat pertiinbangon dari Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi 
perencantian pernbangunan nasional, 

Pasal '7 

(1) Menteri/pimpinan lernbaga menetapkan Peraturan 
Mcnteri/ Pinlpinan Lcmbaga untuk memberikan 
penugasan kepada pemerintah desa setelah mendapat 
persetujuan Presiden. 

(2) Peraturw MenteriIPimpinan Lembaga disampaikan 
kepada kepala desa rnelalui bupatil waliko ta sebagai 
dasar pelaksanaan tugas pembantuan dengan 
ternbusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, menteri yang membidangi perencanaan 
pembangunan nasional, dan gubernur. 

BAB I11 
RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
rnencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaw dana, 
pertanggungjawaban dan pclaporan, pembinaan dan 
pengavrasan, pemeriksaan, serta sanksi. 

( 1) Penyelenggaraan dekonsentrasi 
dimaksud dalarn Pasal 8 meliputi: 
a. pelimpahan urusan pemerintahan; 
b, t.ata cara pelimpahan; 

se bagaimana 

c. tata . . . 
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c. tata cara penyelenggaraan; dan 
d. tata cara penarikan pelimpahan. 

(2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: 
a. prinsip pendanaan; 
b. perencanaan dan penganggaran; 
c. penyduran dan pelaksanaan; dan 
d. pengelolaan borang milik negara hasil pelaksanaan 

dekonsentrasi. 
(3) Pertanggungiawaban dan pelaporan dekonsentrasi 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal8 meliputi: 
a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan 
b. pengelolaan dana dekonsentrasi. 

Pasal 10 

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal8 meliputi: 
a, penugasan urusan pernerintahan; 
b. tata cara penugasan; 
c. tata cara penyelenggaraan; dan 
d. penghentian tugas pembantuan. 

(2) Pengelolaan dana tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud dalam Paval 8 meliputi: 
a, prinsip pendanaan; 
b. percncanaan dan penganggaran; 
c. penyaluran dan ppelaksanaan; dan 
d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan 

tugas pembantuan. 
(3) Pertanggungiawaban dan pelaporan tugas 

pernbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
meliputi: 
a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan 
b. pengelolaan dana tugas pembantuan. 

BAB IV , , . 
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BAB IV 
PENYELENGGARA.4N DEKONSENTRASI 

Bagian Kesatu 
Pelimpahan Urusan Pemerintahan 

Pasal 11 

(1) Pclimpahan sebnginn urusan pemerintahan dapat 
dilakukan kcpada. gubernur. 

(2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian 
urusan pernerintahar. dapat pula dilimpahkan kepada: 
a. instansi vertikal; 
b. pejabat Pemerintah di daerah. 

(3) Jangkauan pelayafizn atas penyelenggaraan sebagian 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), dapat melampaui satu 
wilayah administraei pemerintahan provinsi. 

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dirnaksud pad& ayat (3) dikoordinasikan kepada 
gu bernur masing-masing wilayah. 

Pasal 12 

Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di provinsi dan kabupaten/ kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib: 
a ,  berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota 

dan instansi terlcait dalam perencanaan, pendanaan, 
pelaksanaan, cvaluavi dan pelaporan, sesuai dengan 
norma, starrdar, pedoman, arahan, dan kebijakan 
pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan 
tata ruang dan program pcmbangunan daerah serta 
kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan 

b. memberikan saran kepada menterilpimpinan lembaga 
d m  gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan 
penyelenggaraan umsan pemerintahan yang 
dilirnpahkan, 

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang 
Pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan. 
kenmanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta 

agama . , , 
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agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakan 
oleh instansi vertikal di daerah. 

(2) Urusan pemerintahan yang mcnjadi wewenang 
Pcmerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang didekon.sentrasikan kepada perangkat pusat 
di daerah, diselenggarakan sendiri rnelalui instansi 
vertikal terteilt'l~ di daerah. 

(3) U~usan  pemerintahan yang dapat dilimpahkan dari 
Pemerinta.. kepada gubernur sebagai wakil 
pernerintah nierupakan sebagian urusan 
pemerintahan ymg menumt peraturan perundang- 
urldangan ditetapkan sebagai urustm Pemerintah. 

(4) Tata cara penyelenggaraan umsan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan axat (2) 
dil&iisiii&an scsiidi deiikhh pera t~ran  psrundang- 
undangan, 

(5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengall Peraturar, Pemerintah ini. 

Pasal 14 

(1) Urusan yang dapat dilirnpahkan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalam 
beatuk program dan kegiatan kementerian/lembaga 
yang sudah ditetapkail dalani Renja-KL yang mengacu 
pada RKP. 

(2) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta 
keucrasiaa huubungan antar susunan pemerintahan. 

Bagian Kedua 
' T ' r 7 l ~  F n l n  r ~ r l ; t l ~ l ~ ~ l l r ~ t ~  

(1) Perencanaan program, dan kegiatan dekonsentrasi 
merupakan bagiarr: y k g  tidak terpisah kan dari sistem 
pelanCanaan pcmbaiigitnan nasional. 

(2) Perencawin - prog>'t '). d m  kegitit& dekonsentrasi 
harus mcmperhatikan ' aspek kewenangan, efisiensi, 
efektifitas, kcmampuan keuangan negara, dan 
sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasi 
dengan rencana kegiatan pembangunan daerah. 

(3) Penyusunan . . . 
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(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan 
dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan pcraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 16 

(1) Setelah ditetapkannya PaJ3-u indikatif, 
kementerian/lem baga nemprakarsai dan 
rncnunuskan sebagian urusan pemerintahan yang 
akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah di dnerah paling lambat pertengahan 
bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya. 

(2 )  Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan 
yang akan dilinipahkan kepada gubernur dituangkan 
dalam rancangan Renja-KL dan disarnpaikan kepada 
mcnteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
casional sebagai bahan koordinasi dnlam Musyawarah 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional 
(Musrenbangnas) . 

(3) Manteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional bersama menteri/pimpinan lembaga 
melakukm penelaahan rancangan Renja-KL yang 
memuat rumusan tentang sebagian urusan 
pemerintahan yang alran dilimpahkan, dm hasilnya 
akan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL 
dan RKP, 

(4) Kementerianl lembaga memberitahukan kepada 
gubernur sengenai lingkup urusan pernerintahan 
yang akan dilimpahkan paling lambat pertengahan 
bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah 
ditetapkannya pagu samentara. 

(5) Lirlgkup urusan pernerintahan yang akan dilimpahkan 
ditetspkan dalarn berituk Peraturan Menteri/ Pimpinan 
Lcmbaga, 

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan 
kcpada gubernur dcngan tcmbusan kepada Mcnteri 
Dalarn Negeri, Menteri Keuangan, dan mentcri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional 
paling lambat minggu pe r tma  bu lw  Descmbcr untuk 
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya 
Peraturan Prcsiden tentang Rincia? Anggaran Bolanja 
Pernerintah Pusat. 

Bagian Ketiga , . . 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Penyelenggaraan 

Pasal 17 

(1) Dalam penyeienggaruan urusan pemerintahan yang 
di ljmpahkan oleh Pemerintah, gubernur sebagai wakil 
Pemerintaki melakukan: 
a. sinkronisasi dcngan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah; 
b, penyiapan perangkat daerah yang akan 

melaksanakan program dan kegiatan 
dekonsentrasi; dan 

c. koarclinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan 
dan pelaporan, 

(2) Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur yang berpedornan pada 
Peraturan Menten Dalam Negeri berkaitan dengan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 ) , 

(3) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan 
dengan penyeienggaraan urusan pemerintahan 
sebagaiinana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 18 

Dalam penyelenggaraan umsan pemerintahan yang 
dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(I), gubernur berpedoman pada norma, standar, 
pedonian, kriteria, clan kebijakan pemerintah, serta 
keserasian, kernanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan d m  pembangunan daerah. 

Ragian Keempat 
Tata Cara Pcnarikan Pelimpahan 

Pasal 1.9 

(1) Penarikan urusazl pemerintahan yarig dilimpahkan 
dapat dilakukaa apabila: 
a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan 

kareno Pemei-intall mengubah kebijakan; dan/atau 
b. pelaksanaan umsan pemerintahan tidak sejalan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penarikan . . , 
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(2) Pcnarikan pelinipahan dari Pemerintah dilakukan 
meldui penetaparr Peraturan Menteri/Pimpinan 
Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada 
Menteri Dalarn Negerl, Menteri Keuangan, dan menteri 
yang mernbidangi pe aan pembangunm 
ntisiond, ; : 

(3) Peraturan Mcnteri/ Pimpin bag& digunakan oleh 
Menteri Kcuangan sebagai dasar pemblokiran dalam 
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dma 
dekonsentrasi, 

BAB V 
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI 

Bagian Kesatu 
Prinsip Pend.anaan 

(1) Urusan pemerintehm yang dapat dilimpahkan kepada 
gubernur sebagaimma dimaksud dalam Pasal 13 
ayst (3) didwai dari APBN bagian anggaran 
kementerianllembaga melalui dana dekonsentrasi 
sehagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan 
setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah 
melalui kementerisn/lcmbaga kepada gubemur 
sebagai wakil Pemerintah di daerah. 

(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan 
untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. 

Bagian Kedua 
Perencanaan dnn Penganggaran 

( I  ) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang 
akan didekonscntrasilean harus sesuai dengan Renja- 
KL dan RKP. 

(2) Roncana lokasi dan anggaran untuk program dan 
kegiatan yang &an didekonsentrasikan disusun 
dengan memperhatikan kemarnpuan keuangan 
negara, keseixnbringan pendanaan di daerah, dan 
kebutuhan pembangunan daerah. 
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(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuai 
dengan kctentuan ymg berlaku bagi APBN. 

(2) 13enganggaran duna dekonsentrasi dituangkan dalam 
ptnyusiman RW-KL, 

(3) RICA-KL yang tciah disusun menjadi dasar dalarn 
pernbahasan bersama antaro kementerianllembaga 
dengan I:omisi tcrkait di DPR, 

(4) RKA-KL yeng telah disepakati oleh komisi terkait di 
DPR disarnpaikan kcpada Menteri Keuangan dan 
menterl yang mernbidsngi perencanaan pcmbangunan 
nasional untuk dilakukan penelaahan. 

(5) HasiI penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan 
Anggaran Per Satuak Kerja (SAPSK). 

(6) RKA-KIJ yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepada kementerian/lembaga. 

(7) Kementerianllembnga menyarnpaikan RKA-KL yang 
telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur. 

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Kornitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan 
Surat Perintah Mernbayar, dan Bendahara 
Peilgeiuaran serta menyampaikannya kepada 
menteri/ pimpinan lernbaga dan Menteri Keuangan. 

(9) RK.4-KL sebagaimsna dimaksud pada ayat (7) 
diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsi 
pada saat pembahasan RAPBD. 

(10)Tata cara petlyusunan RKA-KL mengacu pada 
ketentuan peraturafi perundang-undangan. 

Pasd 23 

(I) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 22 ayat (6), 
menjadi dasar dalan penyusunan DIPA. 

*,, ' 
(2) Tata cara penyusunan ": DIPA serta 

penetapq/pcngesahannya mengacu ".pads ketentuan 
, peraturan peiundang-undangan. I ,. . 
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Pasai 24 

Peraturan Menter i /  Pimpinan Lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DlPA 
sebagaimana dinlakaud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan 
oleh Mentesi Keuangan sebagai bahan pemantauan dan 
evaluasi daila dekonsentrasi, serta perurnusan kebijakan 
dan pengendalian fiskai nasional, 

Bagian Ketiga 
Penyaluran dan Pclaksanaan 

( 1) Penyaluran darra dekansentrasi dilakukan oleh 
Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui 
Rekening Kas Uixurn Negara. 

(2) Tata casa penyaluran dana dekonsentrasi 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undcngan, 

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi 
rnerupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh 
Pe;abat Kuasa Psngguna Anggaran ke Rekening Kas 
Umum Negara sevud dengan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Dalarn ha1 pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo 
kas pada akhir tahun anggaran, salda tersebut hams 
disetor kc Rekening Kas Umum Negara. 

Bagian Keempat 
Pengclolaarl Barang Milik Negara 
tlasil Pelaksanaan Dekonsentrasi 

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari 
pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang 
milik negara, 

(2) Barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) . 

dim . . ab~8~ pfauam8 ptJLomf@ k6@&u - 
dekonsentrasi, 

(9) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ke tenhlan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Uarang milik negasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal27 ayat (I), dapat dihibahkan kepada daerah. 

(2) IJalam hd barang dihibahkan kcpoda daerah, 
penatausahaan, penggunaan dan pcmanfaatan 
barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi sebagai barang milik daerah. 

(1) F'enghibahan, penatausahaan, penggunaan dan 
pcmanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2), merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan barang rnilik 
negara/daerah, 

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta 
pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

BAB VI 
PERTANGGUNOJAWABAN DAN PELAPORAN 

DEKONSENTRASI 

(1) Pertangpngjawoban dan pelaporan dekonsentrasi 
mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. 

(2) Aspek rnanajeriel tcrdiri dari perkembangan realisasi 
penyerapan daria, pencapaian target keluwan, 
kendala ywg dihadapi, dan saran tindak lanjut. 

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan rcalisasi 
anggaran, neraca, catatan atas laporan kcuangan, dan 
laporan barang. 

Bagian Kesatu 
Penyelenggaram 

( : ) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas 
pelaporan kegiatan dekonsentrasi. 

(2) Penyusunan , . , 
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(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan 
dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan: 
a, Kepa!a SKPD provinsi yang melaksanakan 

dekonsentrasi meayusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD ymig rnembidangi perencanaan dan 
kepada kementerian/lernbaga pemberi dana 
dekonsentrasi. 

b. Gubernur rnenugaskan SKPD yang membidangi 
perencmaan untuk menggabungkan laporan 
sebagaimana dirnaksud pada huruf a d m  
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berdchirnya tahurl anggaran kepada Menteri Dalarn 
Negeri, Menteri Ikuangan, dw menteri yang 
menibidangi perencanaan pembaragunan nasional, 

(3) Penyampaian laporarl sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan 
dzkonsentrasi berpcdoman pada peraturan 
perundang-undangan, 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Dana 

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab 
atas pelaksanaan dana dekonsentrasi. 

(2) Kcpala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran/Bsrang wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan bertanggung ja~vnb terhadap penyusunan dan 
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan barang, 

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam 
pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan, s eca6  t~rpisah 
da p8a&b~s&ikaatl kgu&fig&fi d i i ~  barana dalam 
pelaksanaan tugas pernbantukn dan desentrallsasi. 

(4) Penatausahaan kcuangan dan barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD 
provinsi sesuai dengan pereturan pex-undang- 
undangan, 
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(1) Penyusunan darl penyampaian laporan 
pertanggungjawaban keuangm dan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
dildcultan dengan tahapan: 
a. Kepala SKYD provinsi yang melaksanakan 

dekorlsentrasi atas nama gubernur menyusun dan 
rnenyampaikan iaporan pertanggungjawaban 
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
rnenteri/pimpinan lembaga pemberi dana 
dekonsentrasi, dengan ternbusan kepada SKPD 
yang rnembidangi pengelolaan keuangan daerah; 

b. Gubernur menggabungkan laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas 
pelaksanaan dana dekonsentrasi dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahuri anggaran kepada Menteri 
Keuangan; 

c. Menteriipimpinan lembaga yang mengalokasikan 
- - 

dana dekonsentrasi menyampaikqi l@i~[&? 
i 

pertanggun~awabkn keuhpan dan ~ W M P  
berakhirnya tah~in  anggaran kepada Presiden 
melalui Menteri Keu angan. 

(2; B e ~ t u k  dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan. barang berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara 
tahclnan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh 
gubernur dilampirkan d d m  Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
DPRD. 

(2) Penynmpaian lampiran sebagaimana dimaksud p d a  
ayat (1) dapat dilakukan sccara bersarna-sama atau 
teryisah dengan Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD. 
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BAB VII 
PEWEI,ENGGARAAr\' TUGAS PEMBANTUAN 

Bagian Kesatu 
Penugasan Urusan Pemerintahan 

Pasal. 35 

(1) Pemerintah dapat rnemberikan tugas pembantuan 
kepada pemerintah provinsi atau kabupatenl kota 
dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan. 

(2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas 
pernbantuan kcpada pemerintah kabupatenl kota 
danlatau pemerintah desa untuk melaksanakan 
sebagian urusan pemerintahan provinsi, 

(3) Pemerintah kabupaten/ kota dapat memberikan tugas 
pembantuan kepcda pemerintah desa untuk 
mclaksanakan sebagian urusan pemerintahan 
lcabupaten / kota, 

Pasal. 36 

(1) Umsan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
Pemerintah kepada pernerintah provinsi a h u  
kabupatenl kota danlatau pemerintah desa 
rnerupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 
6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut 
perWran perundang-undangan ditetapkan sebagai 
urusan Pernerintah, 

(2) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupatenl kota clanlatau pemerintah desa 
rnerupakan sebagian urusan pernerintahan yang 
merlurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai urusan pemerintah provinsi. 

(3) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
pemerintah kabupaten/ koca kepada pemerintah desa 
merupakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai unisan pemerintah kabupaten / kota. 
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(1) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah 
dijabarkan dalam bentuk program" dan kegiatan 
kernenterian/lembaga yang sudah ditttapkan dalam 
Renja-KL yang mengacu pada RKP. 

(2) Unlsan yang dapat ditugaskan dad pemerintah 
provinsi kepada pernerintah kabupatenl kota dan 
pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk program 
dan kegiatan pemerintah provinsi yang sudah 
ditetapkan dalam Rcncana Kerja Satuan Ke j a  
Perangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yang 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) provinsi. 

(3) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintah 
kabnpatenlkota kepada pemerintah desa dijabarknn 
dalarn bentuk program dan kegiatan pernerintah 
kabupatco/kota yang sudah ditetapkari dalam Renja 
SKPD kal~upaten/kota yang mengacu pada RKPD 
kabupatenlkota, 

(4) Unlsan ywg dapat ditugaskan wajib rnernperhatikan 
kriteria ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, 
serta keserasian pembangunan nasional dm wilayah. 

Bagiaz Ketiga 
Tata Cera Penugasan 

Paragraf 1 
Perencanaan Fenugasan 

( 1) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan 
merupakan bagian yarrg tidak terpisahkan dari sistem 
perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan 
hams  memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, 
efektifitas, kernampurn keuangan negara, dan 
sinkronisasi antara rencana kegiatan lugas 
pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan 
daerah. 

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugas 
pembantuan dilakvkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, 

Paragraf 2 . , . 



Paragraf 2 
Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 

dan/atau Besa 

(1) Setelah di tetapkannya P a w  indikatif, 
kementerianllembnga memprakarsai d m  mcrumuskan 
sebngian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada gubernur atau bupati/walikota, dan/atau 
kepaln desa paling lambat pertengahan bulan Marrtt 
untuk tahun anggaran berikutnya, 

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang 
akan ditugaskan kepada gubernur atau 
bupoti/wdikoh, danj  atau kepala desa dituangkan 
dalam rancangan Renjs-KL dan disampaikan kepada 
menteri yang menlbidangi perencanaan pembangunan 
nasional sebagai ballan koordinasi dalam Musyawarah 
Perencanam Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) . 

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan 
nasional bersarna rnenteri/pimpinan lembaga 
rnelakukan penelaahan rancangan Renja-KL yang 
memuat rumusan tentang sebagian urusan 
pemerintahan yang akan ditugaskan, dan hasilnya 
a.kan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KL 
dan RKP, 

(4) Xementerianjlembngs memberitahukan kepada 
gubernur atau bupati/wnlikota danlatau kepala desa 
mengend lingkup urusan pemerintahan yang akan 
ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni 
untuk tahun anggaran berikutnya setelah 
ditetapkannya pagu seinentara. 

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
ditetapkan dalam bentuk Peraturan MenteriIPimpinan 
Lembaga, 

(6) Teraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga disampaikan 
kepada gubcmur atau bupatil walikota dan/atau 
kepala desa dengan ternbusan kepada Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional 
paling lambat mingbgu pertanin bulan Desember untuk 
tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya 
Perauiran Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja 
Pemerintah h s a t .  
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Paragraf 3 
Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada 

Kabupaten/Kota dG/atau Desa 

(1) Pemerintah provinsi memberitahukan kepada 
bupati/ walikota dan/ atau kepala desa mengenai 
lingkup urusar_ pemerintahan provinsi yang akan 
ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera 
setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) . 

(2) Pemberitahuan dlldcukan untuk tujuan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta 
sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas 
pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan 
daerah kabupaten/ ko ta d m /  atau desa. 

(S) Pemberitd~uan dapat dijadiken sebagai bahan 
pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/ kota 
dan/atau desa dalam meilyusun perencanaan dan 
anggaran daerah. 

(4) Apabila pcmberitahuar. sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinilai layak, pamerintah kabupaten/kota 
dan/atau pemerin tah desa membuat pernyatnan 
menerima untuk melaksanakan penugasan dari 
pernerintah provinsi. 

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan 
kepada bupati/walikota d m /  atau kepala desa 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. 

Pembantuan Provinsi, 
(7) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan 

dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan 
provinsi. 

Parasraf 4 
Penugasan dari Pemerintat Kabupaten/ kota 

kepada Desa 

(1) Pemerintah kabupatea/kota memberitahukan kepada 
kepala desa mengenai lingkup urusan pemcrintahan 
yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikuhya 

segera . , . 
- 
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segcra setelah ditetapkannya Prioritas dan PLafon 
Anggaran Sementara (PPAS) . 

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerint~han kabupaten 
atail kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan 
tugas pembantuarr dengan rencana kegiatan 
pembangunan dcsa. 

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan scbagai bahan 
percimbangan pemerintah desa dalaxn menyusun 
perencanaan dan nnggaran desa. 

(4) Apabila pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinilai layak, pemerintah desa membuat 
pernyataan menerima untuk melaksanakan pen.Jgasan 
dari pemerintah kabupaten atau kota, 

(5) Lingkup urusan pernerintahan yang akan ditugaskan 
kepada kepala deia dituangkan dalam bentuk 
Peraturan Bupati/ LValikota, 

rnandepert rvranuksrn dsrri 'Tin Koordinasi 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota. 

(7) Peraturan Bupati/Wafikota menjadi dasar dalani 
pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas 
pem bantuan kabupater,/ kota. 

Bagian Keernpat 
Tata Cara Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan 

Paragraf 1 
'lhga.8 Pembantuan dari Pemerintah Kepada 

?emerint& Daerah 

(1) Dalam pcnyclenggaraan urusan pernerintahan yang 
ditugaskan dari Pemerintah, kepala d a e r ~ h  melakukan: 
;I u l l l ~ r l : ' t ~ l ~ b l u f  I i f k l l )  L I L I I ~ ~ L I I  11~111 III I l ~ ~ l l l  

pemarlntahan daerah; 
b. penyiapan peraugkat daerah yang akan 

'mclaksanskan program dan kegiatan tugas 
pembantuan; dan 

c. koordinasi, pengenddian, pembinaan, pengawasan, 
dan pelaporan. , 

(2) Kepala . . . 
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(2) Kepala daerah nlembentuk tim koordinasi yang 
ditetapkan dengm Peraturan Kepala Daerah yang 
berpedornm pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
berkdtan dengan penye'lenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala daerah memberitahukan kepada DPRD 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I).  

Dalam penyelcnggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(11, kepala daer-ah berpedoman pada norma, standar, 
pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta 
kesera-sian, kernanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 
pernerintahan d m  pembangunan daerah, 

Paragrai 2 
Tugas Petribantuan dari Pemerintah Provinsi 

Kepada Pernerintah J<a.bupaten/ kota 

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan dari penierintah provinsi, bupati/walikota 
melakukan: 
a. sinkronisasi unlsan pemerintahan yang ditugaskan 

dcngan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah; 

Is, penyiapan peracgkat daerah yang &an 
melaksanakan program dan kegiatan tugas 
pembantuan; dan 

c. koordinasi, pe~rgendalian, pembinaan, pengawasan, 
d m  pelaporan. 

(2) Rupatilwalikota membentuk tim koordinasi yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 
pemcrintahan sebasairnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Supati/walikota memberitahukan kepada DPRD 
berkaitan dtngzn penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
( i) , bupati/walikota berpedoman pada narma, standar, 
pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta 
keserasian, kemanfaa tan, kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Parcigraf 3 
Tugas Pembantilan dnri Pemerintah danlatau 

Peinerintah Provinsi dan j atau Pemerintah 
f<abupaten/ kota Kepnda Pemerintah Desa 

Fasa! 46 

(lj Kepala desa rnelakukan persiapan dan koordinasi 
dengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, dan 
pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan 
penyelenggaraan urusan pernerintahan yang 
ditugaskan dari Pemeritltah danlatau pemerintah 
provjnsi, 

dengan badan permusyawaratan desa dan kecamatan 
berkaitan dengan - penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah 
kabupatenl kota. 

(3) Dalain penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), kcpala desa mernperhatikan norma, standar, 
pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah atau 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenl kota. 

(4) Camat atau dengan sebu tan lainnya 
mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas 
pembantuan dari Provinsil Kabupatenl Kota yang 
ditugasknn kepada desa. 

Bagian Xelima 
Tatz ,Cars Pengh entian Penugasan 

Pasal 4.7 

( I j iJcllgl~e~~tiat~ uruaar~ pemerintahan yang telah 
ditugaskan dapat dilakukan apabila: 

a, urusan . . , 
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a. urusan pernerintahan tidak dapat dilanjutkan 
karena pemberi psnugasan mengubah kebijakan; 
dan/crtau 

b. peiaksanaan urusan pernerintahan tidak sejalan 
dcngan ketcntuan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau 

c. penerima penugasan mengusulkan untuk 
dihentikan sebagian atau seluruhnya. 

(2) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintall 
dilakukan melalui penetapan Peraturan 
Menteril Pimpiimn Lembaga, yang tcmbusannya 
disnmpaikan kepada hlenteri. Dalam Negeri, Mcnteri 
Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan 
perrlbangunan nasional . 

(3) Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga digunakan oleh 
Menteri Keuangall sebagai dasar pemblokiran dalam 
dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana 
tugas pem bantuan, 

(4) Apabila dalam waktu: 30 (tiga puluh) hari sejak 
diusulkan penghentian penugasan belurn ditetapkan 
Perat-uran Menteri/Pirnpinan Lembaga, kepala daerah 
dan kepala desa dapat menghentikan sementara 
pcnyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan. 

(5) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah 
provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur 
setelah mendapat rnasukan dari Tim Koordinasi 
Penyelenggaraan Tugas Pernbantuan Provinsi, dengan 
ternbusan kepada DPRD provinsi. 

(6) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah 
kabupaten, atau kuta dilakukan melalui Keputusan 
Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Tim 
Koordinasi Penyzlenggaraan Tugas Pembantuan 
Kabi.apaten/Kota, dengan ternbusan kepada DPRD 
kabupatenl kota. 

(7) Selarna Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atau 
Keputusaiil Gubernur atau Bupati/Walikota belum 
ditetapkan, penerima penugasan dapat 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan, 

BAB VIII , . , 
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BAB VIIl  
PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN 

Bagian Kesatu 
Rrinsip Pcndzmaan 

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari 
Pemcrintah kepada pemerintah provinsi atau 
kabupatenlkota danjatau pemerintah desa didwai 
d u i  APBN bagian anggaran kementerianllembaga 
melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur 
da!am Peraturan Pemerintah ini. 

(2)Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari 
pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kebupatenlkota dan/atau pemerintah desa didanai 
dari APBD provinsi. 

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada pcmerintah desa 
didnnai dari APBD kabupatenl kota. 

(4) Tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peratursn Mcnteri Dalam Negeri dengan 
berpedoman pada peraturan pcmndang-undangan. 

(1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) 
ciiaiokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah 
melnlui kementerianjlembaga kepada gubernur atau 
bupati/ walikota d m /  atau kepala desa. 

(2)  Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan 
dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. 

Bagian Kedua 
Perencanasn dan Penganggaran 

Pasal SO 

(!) Program dan kegiatan kernenterianjlembaga yang 
akan ditugaskan liarus sesuai dengan Renja-KL dan 
KKP. 

(2) Rencana . . . 
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(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan 
kegiatan yang altan ditugaskan disusun dengan 
memperhaty~an kenampuan keuangan negara, 
keseimbangan pendanaan cii daerah, dan kebutuhan 
pernbangunan daerah. 

(1) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. 

(2) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan 
dalam perlyusunar. RKA-KL. 

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalarn 
pernbahasan bersama. antara kementerianl lembaga 
dengan komisi terkait cii DPR, 

DPR di&paikan kepida Menteri Keuangan dan 
menteri yang membidangi perencanaan pernbangunan 
nasional untuk dilakukan penelaahan. 

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi Satuan 
Anggaran Per Satcan Kesja (SAPSK). 

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK 
disampaikan kepxda kementerian/lembs.ga. 

(7) Kementerianllembaga menyampaikan RKA-KL 
sebagaimzna dimaksud pada ayat (6) kepsda gubernur 
atau bupati/walikota untuk diberitahukan kepada 
DPRD provinsi srau kabupatenlkota pada saat 
penibahasan RAPBD. 

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau 
bupati/ walikota menyampaikan usulan pcjabat 
pengelola keuangm tugas pembantuan untuk 
ditetapkan oleh kementerian/lcmbaga. 

(9) Tata cara pcnyusunan RKA-KL mcngacu pada 
ketentuan peraturnn y e m n d ~ n g - ~ ~ n d a n g ~ n ,  

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dala~n Pasal 51 ayat (6) menjadi dasar dalam 
penyusunan DPPA, 

(2) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacu 
pa.d.da ketcntuan peraturan perundang-undangan, 
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Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagairnana 
dimaksrtd dalarn Pasal 39 ayat (5)  serta RKA-KL dan DIPA 
sebagaimana dimaltsud dalam Pasal 52 ayat (1) digunakan 
oleh Menteri Keuangm sebagai bahan pemantauan dan 
evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan 
kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. 

Bagian Ketiga 
Penyaluran dan Pelaksanaan 

(1) Penyaluran dana tugav pembantuan dilakukan oleh 
Ku.asa Bendahara Umum Ncgara melalui Rekening 
Kas Umum Negara. ' 

(2) Tate. cara penyalurm dana tugas peabanturn 
dilaksanakan sesuaj dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

Pasal 55 

(1) Penerimaan sebagaj akibat pelaksanaan tugas 
pembantuan merupakan pentrimaan negara dan wajib 
disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke 
rekening Kas LJmunl Negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, 

(2) Dalam ha1 pelaksanaan tugas pe~nbantuan terdapat 
saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut 
hams disetor ke rckening Kas Umum Negara. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Baraug Milik Negara 

Hasil Pelaksanaan 'I'ugas Pembantuan 

(1) Semua bnrang yang dibeli atau diperoleh dari 
pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan 
basang milik ncgarn, 

(2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
perahran perundang-undangan. 
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(1) Rarang milik negzra sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal56 ayat (I), dapat; dihibahkan kepada daerah. 

(2) Dalam ha1 barong , dihibahkw kepada daerah, 
penatausahab, penggunaan dan pemanfaatan barang 
tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau 
kabupaten/kota sebagai barang milik daerah. 

(I . )  Peaghibahan, ~pn~ tausahaan l  pea@na&n du 
.?' i *, ' 1 *, 

fieiiiarifkkb barani sebaiaimka dirnaksua dalam 
-7 

Pasal 57 ayat (2), r n e r u d a n  bagian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan barang milik 
negara/ daerah, 

(2) Tate cara pengelolam barang milik negara serta 
pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
PEHTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

TUGAS PEIdBANTUAN 

( 1) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas 
pernbantuan mencakup aspek manajerial dan aspek 
ahntabilitas. 

(3) Aspek akuntabilitas ierdiri dari laporan realisasi 
anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, 
dan laporan barang. 

Ragian Kesatu . 
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Bagian Kcsstu 
Penyelenggaraan 

Paragraf 1 
Tugas Pernbantuan dari Pemerintah kepada 
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota 

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupatenlkotn 
bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas 
pembantuan. 

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas 
pembantuan dilakckan dengan tahapan: 
a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas 

pembantuan meriyusun d m  menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan 
kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas 
pembantuan; 

b. Kepala SKPD kabupatenl kota yang melaksanakan 
tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan 
laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
hupzti/walikota melalui SKPD yang membidangi 
psrencanaan dan kepada kementerianl lembaga 
pemberi dana tugas pembantuan dnn 
inenyampaikan ternbusan kepada SKPD provinsi 
yang tugas dan kewenangannya sama; 

c. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi 
perencanaan untuk menggabungkan laporan 
scbagaimana dimaksud pada huruf a dan 
snenyampaikmnya setiap triwulan d m  setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalm 
Negeri, Menteri Keuangan, d m  menteri yang 
membidangi perencanam pembangunan nasional; 

d. Rupati/wdikota menugaskan SKPD yang 
membidangi pcrencanaan untuk menggabungkan 
laporan sebagaimana dimaksud pada humf b dan 
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
bcrakhirrrya takrun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD provinsi yang membidangi 
perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, ban menteri yang membidangi 
percncannan pcnrbangunan nasional, 
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(3) Penyampnian iaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dan humf d digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(4j Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas 
pembantuan bcrpedoman pada peraturan perundang- 
undangan, 

Paragraf 2. 
Tugas Pembantuan dari Penlerintah kepada 

Pemerintah Desa 

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepala 
desa, 

(2 )  Kepala desa bertanggung jawab atas pela~oran 
kegiatan tugas pem bantuan. 

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan 
dikoordirlasikan oleh SKPD kabupaten/ kota yang 
membidangi pemerint,ahan desa. 

(4) Penyusunan dan penympaian laporan kegiiatan tugas 
pembantuan dilakuken dengan tahapan: 
a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan 

kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupatenl kota; 

b. Kepala SKPD kabupatenlkota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
clan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 

c. Bupati/walikote rnanyampaikan laporan kegiatan 
sctiap triwulan clan setiap berakhirnya tahun 
anggaran kepada ltementerian/ lembaga pemberi 
dana tugas pernbantuan dan menyampaikan 
ternbusan kepada gubernur; 

d. Crubernur menugaskan SKPD yang menlbidangi 
perencanaan untuk menggabungkm laporan dari 
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dan mcnyampaikannya setiap triwulan dan 
setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Kcuangan, dan mentcri yang 
membidangi perencanaan pembangunan nasional. 

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c dan humf d digunakan sebagai bahan 
percncanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(6) Bentuk . . . 
-- 
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(6) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas 
pembantuan berpedornan pada peraturan perundang- 
undangan, 

Paragraf 3 
lhgas  Pembantuan Provinsi Kepada 

Pemerintah Kabupatenl ko ta 

(1) Kegiatan tugas pelnbantuan provinsi dilaksanakan 
oleh SKPD kabupaten/ kota yang ditetapkan oleh 
bupati! waliko ta. 

(2) Kepala SKPD kabupatenl kota bertanggung jawab atas 
pelaporan kegintnn tugas pembantuan provinsi. 

(3) Penyusunan d m  penyampaian laporan kegiatan tugas 
pe:mbantuan provinsi dilakukan dengan tahapan: 
a. Kepala SKPD kabupatenl kota menyusun dan 

menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 

b. Bupati/v~alikota menugaskan SKPD yang 
~ + I P I I ) ! T ~ ~ ! ~ * I  t / ! I  p t i r . i t l f J  e' ; T I !  I I I I ! I ! \ ~  I ~ ~ P I I ~ Y ~ ~ I ~ ~ I ~ I ~ T I ~ ~ I I I  
I r l l ~ ~ i  iili i i ~  L ~ & I I I I I I ( I I C I  C I I I A I U I L I I L I C I  ~JU& I ~ U I  L ~ I  ti JUII  
menyampaikannya setiap triwulan dan setiap 
bera.khirnya tahun anggaran kepada gubernur 
melalui SKPD provinsi yang membidangi 
perencanaan. 

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembicaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(5) Metcntuarl lebih lanjut mengenai penyusunan dan 
periyarnpaian laporan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri. 

Paragraf 4 
Tugas Pernbantuan Provinsi Kepada 

Pemerintah desa 

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepada 
pemerinta.h desa dilaksanakan oleh kepala desa. 

(2) Kepala . . . 
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(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan 
kegiatan tugas pembantuan provinsi, 

(3) Pe1apora.n kegialian tugas pembantuan provinsi 
dikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/ kota yang 
membidangi pemerizitahan desa. 

(4) Penyusunan d m  penyampaian laporan legiatan tugas 
pembantuan dilakukan dengan tahapan: 

a. Kepala desa menyusun dan menyarnpaikan laporan 
kegiatan setiap triwulan dan setiap ber&hirnya 
tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
kota; 

b. Kepala SKPD kabupatenl kota menghimpun dan 
menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada 
bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi 
perencanaan; 

c. Bupati/ walikota menyampaikan laporan kegiatan 
setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun 
anggaran kepada gubernur, 

(5) Pcnyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c digunakan sebagai bahan 
perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. 

(6) Kctcntuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan 
penyampaian laporan kegiatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri, 

Paragraf 5 
Tugas Pembar~tuan Kabupaten/ kota Kepada 

Pemerintah desa 

Pasd 64 

(1) Kegiatan tugas pembantuan kabupaten/ kota kepada 
pernerintah desa diIRksanakan oleh kepala desa, 

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporan 
kegiatan tugas pembmtuan kabupaten atau kota. 

(3) Pelaporan . . . 
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(3) Pelaporan kegiatan tugas pernbantuan 
kabupaten/ kota dikoordinasikan olch SKPD 
kabupaten/kota ys.ng mcmbidangi pemerintahan 
desa. 

(4) Periyusurian dm penyampaian laporan kegiatan tugas 
pembantuan dilakukan dengal tahapan: 
a, Kepala desa menyvsun dan rnenyampaikan laporan 

Itegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya 
tahuxl anggaran kepada SKPD kabupaten atau 
ko ta; 

b. Kepala SKPD kabupaten/ kota menghimpun dan 
mecyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan 
dan setiap berakiiirnya tahun anggaran kepada 
bupatilwalikota rnelalui SKPD yang membidangi 
perencanaan. 

(5) Penyampaian laporafi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b digunakan scbagai bahan 
perencmaan, perribinnan, pengendalian, dan evduasi. 

(6) Ketcntuan lebih lanjut rnengenai penyusunan dan 
penyarnpaian laporan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri. 

Bagian Kedua 
Pengelolann Dana 

(1) Kepxla SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku 
Kuasa Pengguna Anggeran/Barang tugas pembanman 
bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas 
pembantuan, 

(2) Kepula SKPD selaku Xuasa Pengguna 
Anggwan/Barang wqjib menyelenggarakan akuntansi 
dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan 
penyiunpaian lapcran pertanggungiawaban keuangan 
dan barang, 

(3) Penatausahaan keuangan dan barana dalam 
pciak~anaan keg161 t a  tugas pem ba turn 2iiaku kan 
secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan 
bara.ng dalam peIaksanaan dekonsentrasi dan 
desentralisasi. 

(4) Penatausahaan . . , 



(4) Penatausahaan kttunngan dan barang sebagaimana 
dilnaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD 
provinsi atau kabupatenl kota sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, 

(1) Penyusunan clan penyarnpdan laporan 
pertanggungjawaban keuangan dan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) 
dilakukan dtngan tahapan: 
a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas 

pembantuan atas nama gubcrnur menyusun dan 
menyampaikan Iaporan pertanggungjawaban 
keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada 
menteri/pimpinar, lembaga pemberi dana tugas 
pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yang 
membidangi pengelolaan keuangan daerah; 

Kepala SKPD kabupaten/kota ymg melaksanakan 
tugas pembantuan atas nama bupati/walikota 
lnenyusun dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan d m  barang setiap 
tsiwulan dan setiap berakhirnya tahun mggaran 
kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana 
tugas pembnntuan dengan tembusan kepada SKPD 
yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; 

c,  Gubernur nienggabungkan laporan 
pertanggungjawaban keuangan d m  barnng atas 
pelaksanaan dana tugas pembantuan dan 
menympaikannya setiap triwulan dan setiap 
bcrakhirnya tshun anggaran kepada ~ e n t e h  
Keuangan; 

d. Bupati/walikota ,,, menggabungk& laporan 
pertanggungjawaban , keuangan dan barang atas 
pelaksanaan dana' tugas pembantuari . . dan 
menyampaikannyti setiap triwulan dan setiap 
berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri 
Keuangan, dengan ternbusan kepada gubernur; 

e. Menteri . , . 



e. Menteri/ pimpinan lembaga yang mengalokasikan 
dana tugas pambantuan menyampaikan laporan 
pertanggungjawabzn keuangan dan Esarang setiap 
berakhirnya t-ahun anggaran kepada Presiden 
mtlalui Menteri Keuangan, 

(2 )  Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan 
dan barang berpedoman pada kctentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(1) Laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang 
atas pelaksanaan tugas pembantuan setiap 
berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (1) butir c dan d dilampirkan 
d a l m  Laporan Pertanggungjawaban Pclaksanaan 
APBD kepada DPKD. 

(2 )  Penyainpaian la.mpiran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan secara bersarna-sama atau 
terpisah dengan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 

BR,B X 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesat-u 
Dekonsentsasi 

Pasal68 

(1) Menterilpimpinan lerr~baga melakukan pembinaan 
darl pengawasan d a l m  penyelenggaraan urusan 
pernerintahan yang dililnpahkan kepada gubernur. 

(2) Gubernur selciku pencrima pelimpahan urusan 
pernerintahan dari Pemerintah melakulkan pembinaan 
dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang 
dil&etlilW slek BKPD Provlilri. 

(3) Pembinaan sebagdnana pada ayat (1) meliputi 
pernberian pedoman, standar, fasilitasi dan 
birnbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
atas periyelenggaraan dekonsentrasi. 

(4) Pexnbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
dekonsentrasi. 
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(1) Ment.eri Keuangan melakukan pembinaan dan 
pengawa san terhadap pengelolaan d an a 
< 1 r 7 1 , , > , , ,  -,.,, I ,  <PC.: 

(A) I Jc :~ lb i l l na~~ scbe.gtci~~~dlln c l i ~ ~ ~ a l r s u d  pada ayal (1) 
meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi 
dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi 
atas pengelolaan dana dekonsentrasi. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalqm . rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan ahntabilitas pengelolaan dana 
deltonsentrasi. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksmakan dalam rangka pencapaian efisicnsi 
pengelola an dana dekonsentrasi. 

Bagian Kedua 
Tugas Pcmbantuan 

(1) Menteri/ pimpina n lembaga melakukan pexnbinaan 
dan pengawasa-n d a l m  perlyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau 
bupati/ walikota, 

(2) Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima 
pernugasan urusan pemerintahan dari Pernerintah 
melakukan pembinaan d m  pengawasan kegiatarm 
tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD. 

(3) Pembinaan sebo.gaimana pada ayat (1) meliputi 
pernberian pedoman, standar, ' fasilitasi, dan 
bimbingan teknis, scrta pemantauan dan evaluasi 
atas penyelenggaraan tugas pembantuan. 

(4) Pembinaan sebagdmana dimaksud pada ayat (3) 
dildcukan dalarn rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan hn tab i l i t n s  penyelenggaraan 
tugas pembantuan. 

(1) Menteri Keumgaz melakukan pembinaan dan 
pengawavan terhad8p pengelolaan dana tugas 
pemban turn. 

(2) Pembinaan . . . 
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(2) Pernbinaan sebagajrnana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pemberian psdoman, fasllitasi dan bimbingan 
teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas 
pengelolaan dana tugas pembantuan. 

(3) Pembinaan sebagainiana dimaksud pada ayat (2) 
ciildakan d a l m  rangka peningkatan kinerja, 
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana 
tugas pembantuan. 

(4) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dala~n rangka pencapaian efisiensi 
pengelolaan dnna tugas pembantuan, 

Bagian Ke tiga 
Koordinasi Pembinnan dtln ~en&asan 

( I )  Dalam rangka meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan d m  pengelolaan dana dekonsentrasi 
dan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinan 
lembaga ' melakukan koordinasi bersama dengan 
Menteri Keuangan dan, Menteri Dalam Ncgeri terhadap 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, 

(2) Hasil pembinaan d w  pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan 
pexumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 

Pembi~iaan dan pengawasan dalam ~enyelenggaraan 
kegiatan dan pengelolaars dana dekonsentrasi dan dana 
tugas pembantuan ditaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undegan. 

BAR XI 
PEMERIKSAAN 

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
meliputi pemeriksaw- keuangan, pemeriksaan kinerja, 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, 

(2) Pemeriksaan . . . 
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(2) Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas 
laporan keuangan. 

(3) Pemeriksaan ltinzrja berupa perneriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 
penleriksaan ataa aspck ekonomi dan efisiensi serta 
aspek efektivitas. 

(4) Penieriksaan dengen tujuan t e r t e~ tu  meliputi 
pemeriksaan atas hal-ha1 lain di bidang keuangan, 
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem 
pengendalian intern Pernerintah. 

(5) Pemeriksaan dekonssntrasi dan tugas pembantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ' 

unit pemeriksa. internal kementerianllembaga 
dan/atau unit pexnerilcsa eksternal Pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (31, dan ayat (4) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

BAD XI! 
SANKSI 

(lj SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam 
menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa: 

tugas pcmbantuar~ untuk triwulan berilutnya; atau 
b. penghcntian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas 

pembantcan untulc tahun anggaran berikutnya. 
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban 
menyarnpaikan laporan dekonsentrasi dan tugas 
penibantuan sebagairnana dimaksud dalam Peraturan 
Yenmintah ini. 

(3) Ketentuan mengen,ai tata cara pernberian sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan kctentuan peraturan pemndang-undangan. 

BAB XI11 . . . 
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BAE XI11 
KETENTUAN PEMLIHAN 

Pasal76 

(1) Scbagian dari anggaran kementerian/lembaga yang 
digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan 
yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan 
menjadi Dana Alokas! Khusus. 

(2) Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), menterilpimpinan lembaga, Menteri 
Keuangan, dan menteri yang membidangi 
perencanaan pembangunan nasional terlebih dahulu 
melakukan identifikasi dan pemilahan atas program 
dan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggaran 
kementerianl lembaga, 

(3) Identifikasi ban pemilahan atas program dan kegiatan 
dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL. 

(1) Ser8dasarkan hasil iderltifikasi dan pemilahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) 
kernenterian/lembaga mengajukan usulan besaran 
bagian anggaran kementerian/ lembaga yang &an 
dialihkan rne~ijadi Dana Alokasi Khusus kepada 
Mel? teri Keuangan, 

(2) Menteri Keuangan melakukan penetapan besaran 
bagian anggaran kementerianllembaga yang akan 
dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. 

(3) Pengalihan besa.rzn bagian anggaran 
kementerimllembaga sebagaimana dimaksud pada 
aya t (2) dilakukan secara bertahap sejak Peraturan 
Pernerintah ini diundangkan, 

(4) Program dan kzgiatan kementerian/lembaga yang 
menurut peraturan perundang-undangan telah 
ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan 
diiaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi/tugas 
pembantuan, pcndansannya wajib mengikuti 
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan 
Penierintah ini. 

BAB XIV , . . 






























































